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PUTUSAN
Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Srl

7 AL
S
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Rt. 04 Kelurahan
Sarolangun Kembang Kecamatan SarolangunKab.Sarolangun
Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Rt, 009 Desa Bukit Kecamatan
Pelawan Kab. Sarolangun Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi di
persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2020 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register
perkara Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada
tanggal 22-02-2008 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sarolangun sebagaimana Kutipan Akta Nikah
Nomor 60/12/11/2008 tanggal 22 Februari 2008
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Bahwa sesudah agad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di
Rt. 04 kel. Sarolangun Kembang selama Tiga Bulan, sudah bercampur
(ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai keturunan.

4. Bahwa sejak .Tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
tidak harmonis karena masalah antara lain : a. Tidak Memberi Nafkah, b.
Membiarkan Atau Tidak Memperdulikan Istri, c.Tidak ada Kecocokan Lagi
antara Suami Dan Istri

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan
Tergugat dapat kembali kepada Penggugat, akan tetapi justru pada bulan
Februari Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah
selama lima bulan, dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Orang
Tua Kandung.

6. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah
wajib dan membiarkan/tidak memperdulikan kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang
telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah
berlangsung;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006
tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal
22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kendari untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
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Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:
PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT ) Terhadap Penggugat
( PENGGUGAT ) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. Sepuluh Ribu/
10.000 (.rupiah);

3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada
Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor
Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat
dalam daftar yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah
mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasai dan untuk
kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak
untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah
disediakan oleh Pengadilan Agama Sarolangun atau mediator dari luar
Pengadilan. Selanjutnya para pihak sepakat menunjuk mediator yang bernama
M.Mustalgiran.T, S.H.l.,M.H. (Hakim Pengadilan Agama Sarolangun) dan hasil
dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak
mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim
selama persidangan berlangsung tetap mendamaikan dengan cara
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memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami
isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses
persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat
tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke
muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

l. Bu
kti Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/12/11/2008 seri AH Tanggal 22
Februari 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, telah bermeterai cukup dan
di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Il. Bukti Saksi

1. Murni binti Ngadimun, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 04,

Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun;, telah

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi
adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
sekitar 12 tahun yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah Saksi selama 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah

orang tua Tergugat di Desa Bukit, Kecamatan Pelawan;
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- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

2 orang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang mereka sudah tidak rukun
lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah
berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah
lebih kurang 7 bulan;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar masalah ekonomi;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah
lagi kumpul bersama;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah
dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2, Putri Ayu Wulandari binti Suyoto, umur 18 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di RT. 04.
Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten
Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi
adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
sekitar tahun 2008;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, setelah itu
pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bukit, Kecamatan
Pelawan;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

2 orang anak;
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- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang mereka sudah tidak rukun
lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah
berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Februari 2020;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar masalah ekonomi;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah
lagi kumpul bersama;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua sedangkan
Tergugat dan anak-anaknya tinggal dirumah orang tua Tergugat di
Simpang Bukit;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah
dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan
mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan
yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam
surat gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang
perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan
ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian
melalui bantuan mediator, dan dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah
di perintahkan oleh Majelis Hakim untuk melakukan mediasi dengan mediator
yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, dan berdasarkan hasil laporan
mediator, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat selalu datang menghadap ke muka
sidang sedangkan Tergugat setelah agenda mediasi tidak pernah lagi datang
menghadap secara pribadi ke muka sidang, meskipun telah dipanggil melalui
Jurusita Pengadilan Agama Sarolangun, oleh sebab itu perkara tersebut harus
diputus dengan contradictoir;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten
Sarolangun, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara
relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama
Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, secara absolut perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama
Sarolangun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah melangsungkan
perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, bukti mana sesuai dengan
Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 2
ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing

untuk mengajukan gugatan perceraian;
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Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat
dengan alasan Tergugat melanggar taklik talak karena telah membiarkan dan
tidak memberi nafkah sejak tahun 2019 terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya lagi Tergugat di persidangan,
berarti dalil-dalil Tergugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat sehingga dalil
Penggugat menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini termasuk dalam
perdata khusus, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini maka Pengadilan
tetap membebani beban pembuktian kepada Penggugat, untuk itu Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi sebagaimana telah diuraikan di
atas;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat dapat
dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa asli surat bukti P merupakan akta otentik, dibuat
oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal
dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi
surat tersebut telah dinazegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat
aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat
bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P berkaitan langsung
dengan perkara ini dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum,
kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik
yang memenuhi syarat formil dan meteriil, maka menurut pasal 285 RBg alat
bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledeg) dan

mengikat (bindend);
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Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan
keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut disampaikan di muka
sidang, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan apa yang didengar
atau yang dilihatnya sendiri dan keteranganya saling bersesuaian, maka
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai
alat bukti saksi dan kesaksian tersebut dapat diterima sesuai dengan pasal
171,172,175, 306, 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan pembuktian di
atas, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
pada tanggal 12-02-2008;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
RT 04 Kelurahan Sarolangun Kembang;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis,
namun setelah itu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah
orang tuanya ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 hingga
sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun
batin;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat

dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan keduanya telah pisah
tempat tinggal selama 5 bulan hingga saat ini, hal ini menunjukkan bahwa
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sifatnya adalah
terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah

tangga;
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Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat mohon untuk
dijatuhkannya talak satu khuli Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi
Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan : “Suami
melanggar taklik talak”

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P (Kutipan Akta Nikah)
Tergugat mengucapkan sighat taklik, namun pada saat pembuktian saksi-saksi
dari Penggugat memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah berupaya untuk
didamaikan akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan dalam
keterangan saksi di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum
gugatan pada poin 2 dan 3 tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa walaupun petitum primer poin 2 dan 3 gugatan
Penggugat dinyatakan tidak dapat dikabulkan, namun majelis hakim merasa
perlu mempertimbangkan petitum subsider dan mempertimbangkan lebih lanjut
mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebagaimana
tersebut dalam fakta-fakta di atas, yang dinilai oleh majelis hakim bahwa
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan
keadaan rumah tangga yang harmonis dengan sering terjadinya perselisihan
dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dihubungkan
pula dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat tetap
ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dan
Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga sudah sulit untuk
mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk
dalam kitab Ghayah al-Maram halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat
Majelis Hakim sebagai berikut :

aallb o lall ade Bl lg=g i) axg I s ) pos dixiu 13)

Artinya : Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim

diperkenankan menjatuhkan talak si suami;
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Menimbang, bahwa apabila rumah tangga telah pecah, maka mawaddah
dan rahmah serta tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-undang
Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan tidak dapat diwujudkan, sehingga
apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan
madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, oleh karena
itu pula Majelis Hakim mengemukakan ibarat dalam Kitab Fighus Sunnah Juz Il
halaman 290, yang kemudian diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim yang
berbunyi sebagai berikut :
o¢ woldl j=eg JB ol Wl To LISl azg il i olall s ges s 5l

aisL asll lgalls Lagiuy gMYI
Artinya : Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya
pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-
kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka
Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu
bain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-undang
nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16
tahun 2019 tentang perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan
perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami istri tidak dapat rukun
lagi dalam rumah tangga, alasan tersebut diatur dalam pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut pasal 116 huruf f KHI
selanjutnya dalam Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat 1 dapat diterima apabila telah
cukup alasan bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan
pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak leluarga serta orang-orang
dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup
beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera
Pengadilan Agama Buntok agar mengirimkan salinan putusan ini kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan,
maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 14 September 2020
Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah oleh M.
Mustalgiran T, S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy, dan
Nanda Devi Krisna Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. Zainunah
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,
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M. Mustalgiran T, S.H.l., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Windi Mariastuti, S.Sy Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Zainunah

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp480.000,00
4. Biaya PNBP :  Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi :Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp6.000,00
JUMLAH :  Rp596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
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